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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan hasil evaluasi jabatan 

di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap ketentuan nama dan kelas jabatan 

tertentu beserta besaran tunjangan kinerja sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai 

di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-

800/MK.02/2021 telah diberikan persetujuan prinsip 

pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai 

yang menjabat pelaksana tugas dan/atau pelaksana 

harian di lingkungan Kementerian Kesehatan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden 

Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai 

di Lingkungan Kementerian Kesehatan;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);  
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7. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2018 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 221); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1146); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 525); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan 

berdasarkan kehadiran dan Prestasi Kerja dalam bentuk 

uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan 

tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan 

pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 
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3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang 

selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan 

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam 

suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan 

organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

4. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada 

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

5. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP, 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang Pegawai yang diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan 

perilaku kerja. 

7. Buku Kendali adalah buku yang digunakan untuk 

mencatat dan/atau merekap kehadiran Pegawai. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

BAB II 

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA 

 

Pasal 2 

(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap 

bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

ini. 

(2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai 

pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, 

dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja 

pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada 

jenjangnya. 

(3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan 
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Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan 

adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. 

 

Pasal 3 

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: 

a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;  

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan;  

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya 

dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan 

sebagai Pegawai;  

d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara 

atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan 

pensiun; dan  

e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah 

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan 

badan layanan umum. 

 

BAB III 

POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA 

 

Bagian Kesatu 

Komponen Perhitungan 

 

Pasal 4 

Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan: 

a. kehadiran; dan 

b. Prestasi Kerja, 

Sesuai kelas jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

ini. 

 

Bagian Kedua 

Kehadiran 

 

Pasal 5 

(1) Kehadiran dihitung berdasarkan: 


